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Abstract, One of the factors that must be considered in universities is budgeting as a control 
of work units, motivational and perusation tools to act effectively and efficiently in achieving 
the organization's vision. An important factor in budgeting in universities in Indonesia by 
considering employee competence, organizational competence, and reward and sanctions 
system. In addition, it should be noted that the quality of knowledge of human resources, 
especially to the PIC of budget constituents, in budgeting due to the foundation in determining 
performance benchmarks, the need for a change in the old mindset of budgeting that 
increases from year to year which results in no cost efficiency, and an understanding of the 
irreversible budget is important, as the efficiency of funding from activities will be able to 
encourage improving the performance of universities over other activities. Performance-based 
budgeting in this study provides a different perspective in integrating institutional 
management theory and organizational theory in organizational goal setting. 
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Abstrak, Salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam perguruan tinggi ialah 

melakukan penganggaran sebagai pengendalian unit kerja, alat motivasi dan perusasi 

untuk bertindak efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi. Faktor penting 
dalam penganggaran di perguruan tinggi di Indonesia dengan mempertimbangkan 

kompetensi karyawan, kompetensi organisasi, dan sistem penghargaan dan sanksi. Selain 

itu, hal yang perlu di perhatikan bahwa kualitas pengetahuan sumber daya manusia, 
khususnya terhadap PIC penyusun anggaran, dalam penyusunan anggaran dikarenakan 

pondasi dalam penentuan tolok ukur kinerja, perlunya perubahan pola pikir lama 

terhadap penganggaran yang meningkat dari tahun ke tahun yang mengakibatkan tidak 
adanya efisiensi biaya, dan pemahaman terhadap anggaran yang tidak dapat diubah 

menjadi hal yang penting, karena efisiensi dana dari kegiatan akan dapat mendorong 

meningkatkan kinerja perguruan tinggi atas kegiatan lainnya. Penganggaran berbasis 

kinerja pada kajian ini memberikan perspektif yang berbeda dalam mengintegrasikan teori 
manajemen kelembagaan dan teori organisasi dalam penetapan tujuan organisasi. 
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PENDAHULUAN 

Untuk menghadapi persaingan bisnis yang kompetitif, salah satu faktor yang harus 

diperhatikan dalam suatu organisasi ialah melakukan penganggaran. Dengan adanya 

penganggaran maka akan dapat mengendalikan unit kerja, memotivasi, dan menjadi alat 
persuasi dalam melakukan efektifitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan organisasi. 

Salah satu sistem penganggaran yang umum digunakan yaitu sistem penganggaran 

tradisional. Kelemahan-kelemahan pada sistem penganggaran tradisional ialah 

berorientasi pada kebutuhan belanja tanpa memperhatikan efektif dan efisien 
penggunaan anggaran. Selain itu, Dalam penyusunan anggaran pada sistem tradisional  

tidak memberikan hubungan antara tujuan pembangunan yang direncanakan dengan 

anggaran yang diajukan.  
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Pada tahun 2003, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

keluar dengan memberikan dampak perubahan mendasar dalam pengelolaan keuangan 

negara. Salah satu perubahahan mendasar ialah dalam penyusunan anggaran 
pemerintah berbasis kinerja. Penerapan penganggaran berbasis kinerja digunakan 

sebagai alat penganggaran untuk mencapai target dan sasaran kinerja, sehingga anggaran 

berbasis kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam 
anggaran traditional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolok 

ukur pengukuran kinerja dalam mencapai tujuan. Anggaran yang berbasis kinerja dapat 

menekankan pada konsep value for money pada pengawasan atas kinerja output. 
Penganggaran berbasis kinerja sudah diperkenalkan cukup lama di Indonesia, akan 

tetapi belum sepenuhnya di pakai oleh instansi pemerintah di Indonesia. Hal ini 

dikarenakan; (1) Penyusunan anggaran dengan pendekatan tradisional masih dilakukan 

oleh beberapa organisasi sektor publik dalam merencanakan anggaran. Selain itu, 
terdapat keterkaitan beberapa hal yang menjadi penghambat serta kendala dalam 

menyusun anggaran berbasis kinerja. yaitu kurangnya pemahaman, pengetahuan, dan 

motivasi pegawai untuk menerapkan secara optimal serta tidak adanya sistem 
pengukuran kinerja terhadap outcome yang dihasilkan (Mulihartanti, 2013). (2) selain itu, 

belum diterapkannya penganggaran berbasis kinerja dalam proses atau mekanisme 

penyusunan anggaran dikarenakan indikator kinerja untuk mengukur hasil dari 
pengeluaran anggaran yang dilakukan (Andriani dan Hatta, 2012). (3) Kendala yang 

muncul dalam pada saat dilakukannya proses penganggaran berbasis kinerja 

dikarenakan masih rendahnya kualitas SDM, kurangnya koordinasi internal, belum 
adanya indikator kinerja yang jelas serta keterbatasan anggaran (Affandi, 2016). 

Pengelolaan pendidikan yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan (Anwar, 2017). Santosa (2015), mengungkapkan 

bahwa pelaksanaan anggaran pada institusi pendidikan tinggi belum efektif, meskipun 
telah ada peraturan perundang undangan yang mengamat bahwa penganggaran berbasis 

kinerja harus dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2005. Peraturan tersebut 

mengatur berbagai kegiatan perguruan tinggi, bukan hanya proses studi akan tetapi 
penyusunnan anggaran (Sayidah et al., 2019). Kualitas perguruan tinggi di Indonesia 

diatur oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau Direktorat Jenderal 

Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut Chu & Westerheijden (2008) mengungkapkan 
bahwan kualitas perguruan tinggi baik secara global maupun nasional ditunjukkan 

dengan predikat akreditasi. Selain itu Tsinidou et al., (2010) mengungkapkan bahwa 

kualitas perguruan tinggi yang buruk akan memicu penurunan jumlah mahasiswa 
disebabkan oleh turunnya kepercayaan calon mahasiswa dan secara langsug mengancam 

keberlangsungan perguruan tinggi.  

Untuk memperkuat kajian literatur tentang penganggaran berbasis kinerja di 

Indonesia, maka peneliti mengkaji penganggaran berbasis kinerja, terutama menyangkut 
masalah implementasi penganggaran berbasais kinerja pada perguruan tinggi di 

Indonesia. Meskipun kajian literatur ini telah banyak dilakukan, namun sebagian besar 

dilakukan di negara maju, seperti di Amerika Serikat (Lu et al., 2011), Iran (Aliabadi et al, 
2019), Inggris (Noman, 2008), Australia dan Selandia Baru (Martí, 2013). Selain itu Pratolo 

et al., (2021), peneliti di Indonesia, menemukan bahwa sistem penganggaran berbasis 

kinerja berfungsi sebagai variabel intervening dalam hubungan antara kepemimpinan dan 
komitmen organisasi terhadap kinerja perguruan tinggi. 

 

TINJAUAN LITERATUR 

Penganggaran Berbasis Kinerja 

Anggaran merupakan alat untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan pelaksanaan 

kegiatan organisasi. Selain itu, anggaran digunakan untuk meyakinkan manajemen 

bahwa organisasi bekerja secara efektif dan efisien, tanpa ada korupsi maupun 
pemborosan (Pratama, 2014). 

Penganggaran berbasis kinerja, dikembangkan pada akhir 1940-an (Goldstein, 

2005), membahas aktivitas daripada tujuan dan bergantung pada klasifikasi aktivitas, 
ukuran kinerja, dan evaluasi kinerja (Zierdt, 2009). Tujuan utama penganggaran berbasis 

kinerja adalah untuk menekankan kontrol pengeluaran terpusat dan untuk menghiindari 

dari penyalahgunaan administratif (Schick, 2007). Dengan demikian, penganggaran 
berbasis kinerja adalah alat untuk memastikan akuntabilitas universitas dalam proses 
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perencanaan strategis mereka dan untuk mengontrol pengeluaran (Schick, 2007). 

Pengeluaran harus cukup menanggapi kebutuhan pemangku kepentingan - mahasiswa, 

fakultas, staf dan masyarakat umum (Zierdt, 2009). Hal ini juga merupakan cara untuk 
menciptakan insentif keuangan bagi universitas untuk merencanakan keberlanjutan 

masa depan mereka. 

Laporan penganggaran berbasis kinerja harus menunjukkan kepatuhan terhadap 
kebijakan pemerintah (Blöndal & Kim, 2006) dan perencanaan universitas yang sesuai. 

Penganggaran berbasis kinerja direncanakan, disiapkan dan disetujui melalui proses 

pengambilan keputusan anggaran yang dilakukan oleh berbagai tingkatan manajemen 
dalam suatu organisasi sebelum diserahkan kepada pemerintah untuk pengesahan dan 

persetujuan (Blöndal & Kim, 2006; Schick, 2007). Hubungan antara pemerintah (yang 

menyediakan kebijakan dan pendanaan) dan universitas (yang menerima dana dan harus 

mematuhi kebijakan) masuk dalam teori principal-agent. 
Menurut definisi umum, ketika anggaran disusun berdasarkan output per unit itu 

dapat dianggap sebagai penganggaran berbasis kinerja (Schick, 2007). Berdasarkan ini, 

banyak lembaga pemerintah menerapkan penganggaran berbasis kinerja. Di sisi lain, 
definisi penganggaran berbasis kinerja yang lebih ketat membutuhkan keterkaitan antara 

peningkatan belanja yang dianggarkan dengan peningkatan output yang dianggarkan. 

Sementara beberapa organisasi dapat mengklaim untuk mematuhi definisi yang lebih 
ketat ini, beberapa negara dapat mengklaimnya mereka benar-benar mempraktekkan 

penganggaran berbasis kinerja (Schick, 2007). 

Berbagai negara menunjukkan bahwa mereka beralih dari penganggaran tradisional 
ke rasional. Untuk Misalnya, pendekatan tipe kinerja disarankan pada tahun 1912 di 

lembaga-lembaga Amerika Serikat pendidikan tinggi dan diikuti secara serius setelah 

tahun 1950-an (Borgia dan Coyner, 1995). Meskipun pemerintah mengadopsi berbagai 

sistem penganggaran rasional di Amerika Serikat setelah tahun 1950-an praktik 
penganggaran tradisional masih mendominasi bahkan selama tahun 1990-an (Borgia dan 

Coyner, 1995). Di luar Amerika Serikat pemerintah lain juga telah berusaha untuk 

bergerak menuju penganggaran berbasis kinerja. Pemerintah Indonesia mengadopsi 
“kinerja berbasis sistem anggaran” pada tahun 2003 (Jatmiko Wahyu Prabowo dkk, 2017). 

Hal itu dilakukan untuk menghilangkan defisit yang dianggap sebagai hasil dari 

penganggaran tradisional. China memulai reformasi anggarannya dengan menggunakan 
standarisasi prosedur dan format penganggaran pada tahun 1999 (Liou, 2011). Terakhir, 

Ozdil dan Hoque (2017) menggambarkan universitas Australia menggunakan pendanaan 

berbasis kinerja. 
 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian diartikan sebagai suatu prinsip, proses serta prosedur yang 

diterapkan oleh peneliti agar permasalahan yang diteliti dapat diselesaikan dengan solusi 
yang cocok   (Mulyana, 2006:145). Adapun metode akan dipakai pada riset ini adalah 

kualitatif deskriptif, suatu penelitian dalam rangka menyelidiki, menemukan, 

mendeskripsikan serta menjelaskan keistimewaan suatu pengaruh sosial yang tidak 
mampu dijelaskan melalui pendekatan kuantitatif (Saryono 2010). Pendekatan deskriptif 

analitis merupakan sebuah teknik pada riset yang mana dilakukan dengan cara 

pengumpulan data disertai penjelasan didalamnya. 
Metodologi penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode 

literatur review, yang mana menggunakan teori Kitchenham (Kitchenham 2004),  Peneliti 

melakukan identifikasi dan evaluasi pada studi sebelumnya yang berkaitan dengan topik. 
Penelitian menganalisis penganggaran berbasis kinerja pada perguruan tinggi yang 

mempertimbangkan penerapannya dalam konteks pendidikan tinggi dengan intervensi 

pemerintah, agar dapat mengatasi kualitas perguruan tinggi yang masih rendah, 

khusunya dalam penganggaran. Setelah dilakukan pembelajaran dan telah dijelaskan 
maka peneliti akan memberikan kesimpulan dan rekomendasi dalam penerapan 

penganggaran berbasis kinerja. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengelolaan Perguruan Tinggi 

Pengelolaan dalam penganggaran berbasis kinerja di perguruan tinggi merupakan 
suatu sistem yang modern saat ini, yang telah menjadi alat transformasi dari sistem 

penganggaran trandisional yang berorientasi pada kebutuhan belanja tanpa 

memperhatikan efektif dan efisien penggunaan anggaran. Penganggaran berbasis kinerja 
lebih berfokus pada pencapaian hasil atau kinerja utama dari biaya aktivitas yang telah 

direncanakan (Hager et al., 2001). Menurut Sofyani (2018), mengungkapkan bahwa 

Dampak dari penganggaran berbasis kinerja sangat penting pada perguruan tinggi yang 
harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berorientasi pada 

kepentingan masyarakat.  

Setiap kegiatan yang direncanakan oleh organisasi dapat tergambarkan dalam 
anggaran untuk memudahkan dalam mencapai target kinerja yang sesuai dengan visi misi 

organisasi. Menurut Jones (2014) mengungkapkan bahwa penetapan anggaran tidak 

hanya mencerminkan jumlah nominal yang diperlukan dalam suatu kegiatan tetapi juga 

tujuan yang ingin dicapai. 
Kretek et al., (2013) menemukan bahwa kebanyakan perguruan tinggi lebih berfokus 

pada aspek politik, dibanding dengan inovasi dalam suatu perubahan tata kelola 

perguruan tinggi agar menghasilkan kualitas yang tinggi. Selain itu, Locke (1975) telah 
menjelaskan bahwa tujuan yang dicapai oleh karyawan atau tim dalam organisasi akan 

menghasilkan kinerja yang lebih tinggi. Setiap perguruan tinggi mengharapkan adanya 

peningkatan kualitasnya, oleh karena itu dengan adanya penganggaran berbasis kinerja 
dapat membantu perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas perguruan tingginya 

(Dicker et al., 2019).  

Organisasi yang memiliki kualitas kinerja yang tinggi cenderung bergerak secara 
bersama sama, hal ini berkaitan dengan penerapan penganggaran berbasis kinerja di 

lingkungan perguran tinggi (Kristiantoro et al., 2018). Dengan demikian, maka perlu 

adanya perubahan kebijakan manajemen pada perguruan tinggi yang memiliki kontribusi 

untuk menjelaskan dampak atas penerapan penganggaran berbasis kinerja. 
 

Implementasi Performance-Based Budgeting Pada Perguruan Tinggi 

Sistem penganggaran dalam perguruan tinggi memliki peran penting dalam 
mendukung kualitas dari perguruan tinggi itu tersendiri. Penerapan penganggaran 

berbasis kinerja, yang berperan sebagai kontrol, bergantung  pada kompetensi manajemen 

dengan meningkatnya kualitas karyawan akan mempengaruhi keberhasilan kinerja 
perguruan tinggi. Hubungan antara kompetensi manajemen dan penerapan penganggaran 

berbasis kinerja memiliki hubungan tidak langsung karena menurut Jones et al., (2013) 

penerapan penganggaran berbasis kinerja bukan hanya sebagai alat perencanaan 
anggaran, akan tetapi sebagai alat strategis yang berguna mengendalikan tujuan akhir 

dari suatu kegiatan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi. 

Menurut E. A. Locke (1975) mengungkapkan tentang teori penetapan tujuan, bahwa 

target yang terukur dan jelas dari penerapan penganggaran berbasis kinerja, maka akan 
diimbangi dengan kinerja yang berkualitas, selain itu dengan target kinerja yang jelas dan 

terukur, maka karyawan akan mengetahui peran dan tanggung jawabnya yang ingin 

dicapai sesuai dengan strategi dan rencana yang telah di susun dalam penganggaran 
berbasis kinerja (Lorenz dan Wigger, 2012). 

Penganggaran berbasis kinerja dapat menjadi alat strategi untuk menyamakan 

tujuan individu dengan organisasi. Selain itu, Simons (2000) mengungkapkan bahwa 
dengan adanya sistem reward sebagai kebijakan dalam memotivasi kerja karyawan yang 

dapat meningkatkan kualitas perguruan tinggi jika digabungkan dengan penerapan 

penganggaran berbasis kinerja. Peran penerapan penganggaran berbasis kinerja memiliki 

pengaruh yang relatif terhadap kualitas perguruan tinggi, karena kompetensi manajemen 
dalam pengelolaan perguruan tinggi dapat menjamin keberlanjutan perguruan tinggi yang 

sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi, selain itu juga dalam pengelolaan 

organisasi yang berkualitas. Hal ini kinerja akan mudah dikelolah dengan kompentensi 
yang sesuai dengan prioritas pekerjaan. 

Penganggaran berbasis kinerja memberikan informasi yang rinci, baik dari segi 

target maupun hasil dari aktifitas, dan anggaran yang direncanakan memiliki jangka 
waktu pelaksanaan, dan  dilakukan evaluasi kegiatan terhadap anggaran. Edwin A. Locke 
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& Latham (2013), mengungkapkan bahwa implementasi penganggaran berbasis kinerja 

membantu manajemen dalam mencapai target kinerja yang ingin dicapai. Menurut 

Robbins & Judge (2013) mengungkapkan teori penetapan tujuan bahwa tujuan yang sulit 
akan tetapi di imbangi dengan target yang spesifik maka akan menghasilkan kinerja tinggi.  

1. Kompetensi Manajemen 

Penganggaran berbasis kinerja dibutuhkan kompetensi dari seluruh anggota dalam 
sebuah organisasi, khususnya manajemen. Peran manajemen memiliki peran penting 

dalam keberhasilan suatu kebijakan dalam organisasi. Hal ini disebabkan kepemimpinan 

yang efektif memberikan arahan terhadap seluruh pekerja dalam mencapai tujuan 
organisasi, dan gaya kepemimpinan dapat meningkatkan kinerja dalam mencapai tujuan 

organisasi (Rini, 2013). Menurut Hashim dan Wok (2014) mengungkapkan bahwa 

penganggaran berbasis kinerja dibutuhkan kompetensi manajemen yang mencakup 
pengetahuan, keterampilan, tindakan atau perilaku, dan pola pikir yang dapat diandalkan 

untuk membedakan antar individu, terutama dalam kaitannya dengan prestasi kerja. 

Salah satu yang perlu diperhatikan dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja ialah 

kompetensi  dalam pendidikan formal dan pengalaman kerja (Ahyaruddin dan Akbar, 
2018). Manajemen terlibat lanngsung dalam penetapan tujuan dan evaluasi, oleh karena 

itu kompetensi manajemen menjadi suatu hal yang penting dalam penyusunan maupun 

pelaksanaan anggaran. (DiMaggio dan Powell, 2000). 
Dengan manajemen yang baik dalam perguruan tinggi maka akan membentuk 

keseimbangan antar sosial ekonomi, tujuan organisasi, individu, dan organisasi dengan 

penerapan penganggaran berbasis kinerja sekaligus mendorong efisiensi dalam goos 
university governance. Penganggaran terdiri dari tiga jenis, yaitu penganggaran jangka 

pendek (rencana operasional), penganggaran jangka menengah (rencana operasional), dan 

penganggaran jangka panjang (rencana induk pengembangan). Menurut Lorensius, Ping, 

et al., (2021) mengungkapkan kompetensi dan komitmen manajemen dalam organisasi 
menjadi faktor yang sangat penting dalam mencapai tujuan yang optimal. Cahyono et al., 

(2021), mengungkapkan bahwa perguruan tinggi, khususnya di swasta, dalam penerapan 

penganggaran berbasis kinerja belum sepenuhnya merata. 
2. Komitemen Organisasi 

Komitmen organisasi memiliki aspek penting dalam keberhasilan suatu kebijakan 

dalam organisasi, karena karyawan yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi akan 
membantu dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja dengan baik dan secara 

langsung akan berorientasi terhadap tujuan organisasi. Bansal et al. (2004) 

mendefinisikan tujuan organisasi memiliki relevansi yang sangat kuat terhadap 
kaaryawan. Komitmen dari kegiatan dalam organisasi, seperti alokasi tujuan, inovasi, 

strategi, sumber daya, dan memberi dukungan politik yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan bersama (Sofyani, 2018). Dengan komitmen yang kuat akan sangat mempengaruhi 

organisasi dalam implementasi kebijakan terkait peningkatan kinerja (Sofyani, 2018).  
Porter (1982) dalam Nawastri (2015) mendefinisikan komitemen organisasi sebagai 

kekuatan yang berubah ubah dari pegawai dalam menginterprestasikan keterlibatannya 

terhadap organisasi yang dilihat dari; (1) peneriaan terhadap nilai-nilai dan tujuan 
organisasi, (2) kesiapan dan ketersediaan usaha yang sungguh-sungguh dalam organisasi, 

dan (3) keinginan dalam mempertahankan karyawan dalam organisasi. 

 Sumarno (2005) mengungkapkan bahwa komitmen organisasi dan penganggaran 
berbasis kinerja memiliki hubungan yang signifikan, dikarenakan karyawan yang 

memiliki komitmen yang kuat akan mempengaruhi pegawai untuk bekerja keras dalam 

mencapai tujuan yang ingin dicapai dan berusaha untuk membentuk organisasi menjadi 
lebih baik. Komitmen organisasi yang jelas akan mendorong karyawan untuk mencapai 

tujuan organisasi dan berpengaruh terhadap kinerja organisasi (Sopiah, 2008). 

3. Sistem Penghargaan dan Sanksi 

Salah satu dorongan anggota dalam mendukung adanya perubahan yang lebih baik 
dalam organisasi ialah adanya bentuk penghargaan yang diberikan oleh organisasi. 

Menurut Julnes dan Holzer (2001) menemukan bahwa kegagalan dalam implementasi 

konsep baru disebabkan oleh tanggapan organisasi terhadap perubahan juga berkaitan 
dengan adanya insentif sebagai kompensasi untuk menerima inovasi sebagai penerapan 

kebijakan baru. Selain itu, dalam mendorong anggota untuk bekerja sesuai dengan tujuan 

organisasi, yaitu dengan cara; (1) memastikan bahwa tujuan yang diraih disepakati dan 
dipercayai untuk tercapai, sehingga karyawan akan giat untuk mencapai tujuan 
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organisasi. (2) memberikan penghargaan terhadap tujuan yang ingin dicapai agar dapat 

memotivasi karyawan dalam pencapaian target (Simons, 2000).  

Penerapan penganggaran berbasis kinerja yang menjadi inovasi dalam organisasi 
perlu disertai dengan insentif sebagai imbalan ke karyawan, agar implementasi 

penganggaran berbasis kinerja dalam berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan inovasi 

dapat membuat karyawan frustasi yang dapat memungkinkan kehilangan ritme kerja 
(Ahyaruddin dan Akbar, 2018). Menurut Naranjo- Gil & Hartmann (2007) berpendapat 

bahwa banyak akademisi yang bukan dalam bidang keuangan, akuntansi, atau 

manajemen melihat bahwa hal yang perlu diperhatikan dalam perguruan tinggi ialah 
memberikan pendidikan yang berkualitas, bukan pada peningkatan kinerja keuangan. Hal 

ini dikarenakan pemahaman yang tidak komprehensif, sehingga penerapan penganggaran 

berbasis kinerja dianggap sebagai proses perencanaan dan penetapan anggaran saja, 
bukan dilihat sebagai alat untuk meningkatkan kinerja dan kualitas perguruan tinggi. 

Oleh karena itu, penghargaan dikaitkan dengan target kinerja yang akan berusaha keras 

untuk mencapai target dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja. 

Beberapa peneliti, menganggap bahwa selain penghargaan, sanksi merupakan salah 
satu cara untuk mengarahkan tingkah laku individu agar tidak menampilkan sebuah 

tingkah laku yang  diharapkan (Fitri et al., 2013). Akan tetapi, menurut Prasetya (2018) 

mengemukakan bahwa sanksi memiliki dampak positif tapi tidak signifikan terhadap 
penerapan penganggaran berbasis kinerja, karena pemberian sanksi ketika tiddak 

berhasil menerapkan penganggaran berbasis kinerja ternyata tidak berhasil memacu 

pegawai dan pegawai organisasi untuk segera memperbaiki kinerjanya. 
4. Kualitas pengetahuan penyusun anggaran 

Saputra et al., (2021) mengungkapkan bahwa mekanisme penentuan dan 

pembuatan prioritas tujuan yang sistematis dan rasional dalam proses pengambilan 
keputusan, sehingga penyusunan anggaran berbasis kinerja diharapkan menghasilkan 

anggaran yang lebih berkualitas sehingga lebih efektif dalam pengendaliannya. 

Hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan anggaran berbasis kinerja ialah 

dengan memperhatikan pengetahuan terhadap penyusun anggaran/PIC penyusun, agar 
pemahaman dalam penerapan anggaran berbasis kinerja dapat bekerja dengan baik. Pola 

pikir lama terhadap penganggaran bahwa anggaran bertambah dari tahun ke tahun, 

anggaran tidak dapat diubah, seharusnya dapat diminimalisir. Penerapan anggaran 
berbasis kinerja menunjukkan kurangnya pemahaman penyusun anggaran terhadap 

indikator kinerja yang dilihat dari indikator keberhasilan dari suatu kegiatan, dan target 

sasaran yang diberikan oleh pemerintahan (Wijayanti et al., 2012).  Pengetahuan, dan 
keterampilan yang dimiliki oleh pegawai akan berdampak pada keberhasilan penerapan 

penganggaran berbasis kinerja (Prasetya, (2018). 

Biswan dan Iklima (2021) mengungkapkan bahwa penganggaran berbasis kinerja 
juga dapat mengantisipasi adanya kemungkinan terjadinya penyerapan anggaran di akhir 

tahun, sehingga pengimplementasian anggaran dapat di alokasikan secara merata tiap 

triwulannya. Dengan adanya fleksible budget akan mendorong meningkatkan kinerja 

organisasi. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan dalam penganggaran berbasis kinerja 
yaitu perlu adanya evaluasi atau monitoring hasil efisiensi, agar kelebihan anggaran 

tersebut dapat dialokasikan ke kegiatan yang dapat meningkatkan kinerja dalam 

perguruan tinggi. 

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan didasarkan dari tinjauan literatur dengan analisa narasi, bahwa 
penganggaran berbasis kinerja memiliki faktor penting dalam penganggaran di perguruan 

tinggi di Indonesia dengan mempertimbangkan kompetensi karyawan, kompetensi 

organisasi, dan sistem penghargaan. Selain itu, hal yang perlu di perhatikan bahwa 

kualitas pengetahuan sumber daya manusia merupakan suatu hal yang perlu 
diperhatikan, khususnya terhadap PIC penyusun anggaran, dikarenakan; (1) penyusunan 

anggaran ialah pondasi dalam penentuan tolok ukur kinerja. (2) perlunya perubahan pola 

pikir lama terhadap penganggaran yang meningkat dari tahun ke tahun yang 
mengakibatkan tidak adanya efisiensi biaya. (3) pemahaman terhadap anggaran yang 

tidak dapat diubah menjadi hal yang penting, karena efisiensi dana dari kegiatan akan 

dapat mendorong meningkatkan kinerja perguruan tinggi atas kegiatan lainnya.  
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Penganggaran berbasis kinerja pada kajian ini memberikan perspektif yang berbeda dalam 

mengintegrasikan teori manajemen kelembagaan dan teori organisasi dalam penetapan 

tujuan organisasi. 
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